LEMBARAN DAERAH
JAWA TENGAH

Seri A 1973 Nr 9

Nomor : 4 Tahun 1973,

DENGAN RAHKMAT RUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH.

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jaws Tengah tentang Penga-
daan Pengusaha Tambak.

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut :
BAB: 1
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Yang di maksud dalam Peraturan-Daerah ini dengan istilah:

a. TAMBAK ¢ ialah kolam ikan untuk memelihara
ikan air payau di daerah pantai;

b. IKAN : ialah air payau dari jenis-jenis udang,
bandeng, jenis ikan yang dapat hidup
di tambak;

¢. SALURAN TAMBAK : ialah susunan saluran untuk penga-
iran tambak yang terdiri dari muara-
muara, parit-parit pembawa dan pem
buangan air, pembusuk bangunan-
bangunan dan perlengkapannya.
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d, IDZIN TAMBAK - : ialah idzin untuk mengadakan dan

¢. TANAH PULUH :

f TANAH DARATAN

g. PENGUSAHA TAM -
BAK

h.PENGGARAP

i. BUPATI/'WALIKOTA
KEPALA DAERAH

j- GUBERNUR/KEPALA:
DAERAH

atau mengusshakan tambak;

ialah tanah Negara yang terletak di
daerahpantai, yang terbentuk dari en-
dapan lumpur dan sejenisnya.

: ialah yang terletak berdekatan de-

ngan daerah/sawah pertanian, baik
milik Negara maupun hak milik.

: ialah mereka yang mengadakan dan

atau mengusahakan tambak yaitu Pe-
milik dan Pemegang lidzin tambak;

: ialah mereka yang menerima penye-

rahan pengusahaan tambak dari Pe-
ngusahaan tambak.

: iatah Bupati/Walikota Kepala Daerah

Kabupaten / Kotamadya yang dalam
wilayahnya terdapat pengusahaan per
tambakan;

ialah Gubernur Kepala Daerah Pro-
pingi Jawa Tengah;

Pasal 2.

Setiap mengadakan dan atau mengusahakan tambak dipertu-
kan idzin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.,

BAB Il

IDZIN TAMBAK

A. Permintaan Tdzin,

Pasal 3.

(1) Permintaan idzin mengusthakan tambak, baik oleh per-
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seorangan maupun Badan Hukum, diajukan secara tertulis dengan
surat isian yang dislamatkan kepada Bupati/Walikota Kepala Da-
erah yang brsangkutan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat,
yang antara lain memuat keterangan-keeterangan teatang :

a. nama, umur (untuk perseorangan), kewarganegaraan, dan tem-
pat tinggal/Kedudukan peminta idzin untuk Badan Hukum
dilampiri turunan akte pendirian;

b. letak tambak;

c. luas serta batas-batas tambak, segala sesuatunya dijelaskan da-
fam sebush peta bagan;

¢. suatu tanah di mana tambak itu diadakan dan atau diusahakan;
e. persetujuan dari pemilik/pemegang hak atas tanah;

f. kesanggupan mentasti segala ketentuan-keteatuan dalam Pera-
turan Daerah ini dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat

(2) Dalam mempertimbangkan germmmn idzin termaksud
dalam ayat (1) di atas Bupati’Walikota Kepala Daerah lebih
dahulu memperiihatkan pendapat-pendapat saran-saran dari Team
yaag terdiri dari :

(1) Kantor Agraris;

(2) Dinas Pengairan (DPU);

(3) Dinas Pertanian dan

(4) Dinas Perikanan Daerah.

. (3) Formulir surat isian termaksud dalam ayat (1) di atas
diadﬁaudmdmdhhnolehbim?entumbmhl’mnn
Jawa Tengah. .

Pasal 4, .
Meraka yang menpjﬁhn peimintunld:in mk menp_da-
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kan tambak menyertakan bukti penggunaan hak atas tanah dari
instansi yang berwenang dan atau dari pemilik.
B. Pemberian, perpanjangan dan pelimpahan idzin.
Pasal 5.

(1) Idzin tambak diberikan kepada koperasi produksi, Badan
Hukuk- Badan Hukum lainnya atau perseorangan Warga Negara
Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.

(2) ldzin tambak diberikan untuk jangka wakty lima tahun
* dan sesudah masa idzin habis atas permintaan dapat dlperpanjang )
dengan waktu yang sama.

(3) Permintaan perpanjangan jangka waktu diajukan dan di-
selenggarakan sebagaimana permintaan idzin baru menurut keten-
tuan dlam pasal 3, dan sudzh harus diterima oleh Bupati/Walikota
Kepala Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulzn sebelum jangka waktu
peridzinan yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 6.
" Dalam surat idzin tambak dicantumkan :

a. nama, umur (untuk perseorangan), kewarganegaraan dan tem-
pat tinggal’kedudukan (alamat) yang diberi idzin; untuk Badan
Hukum disebutkan nomor dan tanggal akte pendirian;

b. letsk, ukuran-ukuran dan luas serta batas-batas dari tambak;
¢. jangks waktu berlakunya idzin (saat mulai dan berakhir);
d. jumlah biaya idzin yang harus dib{yat dan cara pcmbayara.nnya;

e. syarat-syarat mengenai pemeliharaan, tambak-tambaknya dan
saluran-saluran/tanggul-tanggul yang ada di dalam batas-batas
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komplex pertambakan maupun susunan pengsiran yang me-
ngairi seluruh komplexnya. .

f. syarat-syarat lain yang dianggap perlu oleh pemben idzin dalam
bidang tehnis administrasi.

Pasal 7.

(1) Pengusaha tambak dapat menyerahkan pengusahaan tam
baknya keapda penggarap, asal penggarap itu berkewarganegaraan
Indonesia.

{2) Kewajiban mentaati scgala syarat-syarat dan keteatuan-
ketentuan lain yang tercartum di dalam surat idzin dalam Pera-
turan-Daerah ini dibebankan juga kepada penggarap.

(3) Penyerahan pengusahaaan tambak kepada penggarap
salam waktu tiga puluh hari terhitung dari tanggal penyerahannya
harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan
menyebutkan nama, umur dan tempat tinggal penggarap.

(4) Pengusaha tambak dan penggarap berkewajiban melak-
sanakan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH).

Pasal 8.

(1) ldzin tambak dapat dipindahkan kepada seseorang,
Koperasi produksi, atau Badan Hukum-Badan Hukum lainnya,
asal pemegang idzin yang bary adalah Warga Negara Indonesia
atau sebuah Badan Hukum yang anggota-anggotanya terdiri dari
Warga Negara Indonesia.

(2) Pemindahan idzin dalam waktu tiga pulvh hari sesudah
tanggal terjadinyr pemindahan oleh pemegang idzin yang lama
maupun yang baru harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota Ke-
pala Daerah yang bersangkutan dengan memberikan keterangan-
keterangan yang diperiukan untuk memperoleh persetujuan.
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C. Penolakan permintsan idzin.
Pasal 9.
(1) Permintaan idzin tambak ditolak :

a. apabila peminta idzin ternyata tidak memenuhi syarat-syarat
dalam Peraturan-Daerah ini;

b. berdasarkan alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum
dacrah Negara.

(2) Keputusan penolakan permintszan idzin oleh Bupati/
Walikota Kepala Daerah disertai alasan-alasznnya.

D. Pencabutan idzin.
Pasal 10. .

(1) Tdzin tambak dapat dicabut kembali oleh Bupati/Wali-
kota Kepala Dierah yang bersangkutan sebelum berakhir jangka
waktunys :

a. atas permintaan pemegang idzin;

b. apabile pengusaha tambak tidak memenuhi syarat-syarat serta
ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di dalam surat idzin-
nys;

€. apabila pengusaha tambak melanggar ketentuan-ketentuan da-
lam pasal 12 dan 10 Paeraturan-Daerah ini;

d. berdasarkan alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum
daerah Negara.

(2) Keputusan pencabuten idzin tersebut diambil dengan
memperhatikan pendapat dan syarat-syarat dari Team tersebut

pasal 3 ayat (2) dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pidana
dafam pasat 17.

(3) Di dalam hal pencabutan idzin disebabkan karena kela-
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aian kesalahan Pengusaha tambak, maks kepada penggarsp diberi
kesempatan untuk menjalankan usahanys dampai satu musim yang

B. Gugurnya idzin.
Pasal 11.

Idzin tambak menjadi gugur, apabils :

&, Jangka wakeunya telah lampau dengan tidak ada permintsan
perpanjangan waktu oleh yang bersangkutan;

b. Koperasi dan Badan Hukum-Badan Hukum iginnya yang men-
jadi pemegang idzin bubar;

¢. Pemegang idzin meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mene-
ruskan usaha-usaha pertambakannya.

BAB 1

PEMELTHARAAN TAMBAK DAN SALURAN
TAMBAK.

Pasal 12.

(1) Guna menjamin terpeliharanys tambak dengan baik
serta meningkatkan produksi ikan yang diusahskan, pengusaha
tambak diwajibkan :

a. sekurang-kurangnya wuﬁnn sekali mengeringkin tambaknya
paling sedikit setahun selama seminggu.

b. membersihakn rumput-rumput/tanaman-tanamzn yang tumbuh
di dalam tambak ssrta mengolah tanahnys memberantas hama
dan apabila tanshnya harus dilakukan pemupukan.

c. tanggul dibuat padat dan kuat serta memotong pohon-pohon
yang daunnyz dapat digunakan pemupukan.
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d. menggali saluran keliling tambak dan membuat pintu air yang
pemasangannys tidak mengganggu pengairan bagi tambak-tam-
bak yang lain;

e. mengusahakan agar petak seluruhnya terisi air dan memelihara
udang, bandeng dan jenis ikan lain yang cocok.

(2) Selama masa pengeringan tambak seperti yang disebut-
kan dalam ayat (1) sub a pengusaha tambak diwajibkan memper-
dalam saluran-saluran pembawa dan pembuang air, parit-parit tepi
dari tambak-tambakknya dan memperbdaiki tanggul-tanggul serta
bendungan-bendungan, masing-masing untuk kepentingan tambak-
tambak yang befsangkutan.

Pasal 13.

(1) Di samping kewsjiban memelihara tambaknya dan
saluran-saluran, tanggultanggul dan bendungan-bendungan yang
ada di dalam batas komplex pertambakan seperti yang ditentukan
dalam pasal 12, semata-mata merupakan tugas kewsjiban masing-
masing pengusaha yang bersangkutan secara perscorangan untuk
kepentingan usaha sendiri-sendiri, maka untuk kepentingan ber-
sama mereka diwajibkan pula secara gotong royong memelihara
dalam keadaan baik seluruh tata pengairan, tambak yang mengairi
komplex pertambakan mereka bersama,

(2) Pemeliharaan saluran tambak secara terus-menerus di-
atur oleh Bupati’'Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan,

Pasal 14,

Apabila pengusahs tambak merupakan sustu Badsn Hukum
maka kewajiban-kewajiban di maksud dalam pasal 21 dan 13 di-
letakkan pada Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan.
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BAB IV.
BIAYA IDZIN RETRIBUSI
Passal 15.

(1) Untuk mendapatkan idzin tambak, yang bersangkutan
dikenzkan biaya sebagai berikut :

a. Rp 1.000,- (seribu rupiah) HA tanah yang berasal dari tanah
paluh;

b. Rp 500,- (liam ratus rupish) HA pada tanah daratan;

dengan ketentuan :
—kurang dari luas 0,5 HA dihitong 0,5 HA.

=lebih dari luas 0,5 HA dan kerang dari 1 HA dihitung 1
HA.

(2) Untuk mengusahakan tambak, baik pada tambak lama
maupun tambak baru, yang bersangkutan dikenakan retribusi
sebagai berikut :

a. Rp 1000,- (seribu rupiahy/HA/tahun untuk memelihara udang
atan udang campur bandeng;

b. Rp 750,- (tujuh eatus lima pulvh rupiahYHA/tahun untuk
pemeliharaan bandeng;

¢. Rp 500,- (lima ratus rupiah)/HA/tahun- uatuk pemeliharaan
ikan lainnya (ikan rucah).

dengan ketentuam :

kurang dari Juas 0.5 HA dihitung 0,5 HA.

lebih dari luas 0,5 dan kurang dari 1 HA dihitung 1 HA.
jumlah biaya idzin retribusi termaksud dalam ayat ().

harus dibayar kepada pemegang kas Daerah Kabupaten/Kota-
madya yang bersangkutan.

n o
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{4) Hasil pungutan biaya idzin dan retribusi tersebut digu-
nal :

2. 65 pCt sebagai penerimaan Pemerintah Daersh Kabupaten/ .
Kotamadya yang bersangkutan;

b. 25 pCt sebagai penerimaan Pemerintah Daersh Propinsi Jawa
Tengah;

¢. 10 pCt sebagai biaya operasionil.

BAB V.
LARANGAN-LARANGAN.
Pasal 16.

(1) Dilarang memasang alat-alat penangkap ikan (cangapan,
dil) pada saluran tambak yang dapat mengganggu/merusak kelan-
caran pengairan.

(2) Dilarang merusak atau menghancurkan dengan cara
bagaimanapun juga tansh yang termasuk tata pengairan tambak,
BAB VI.

KETENTUAN PIDANA DAﬁ PENGAWASAN,
Pasal 17.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam
pasal 2 dan pasal 12, di pidana dengan hukuman Kkurungin
selams-lamanya 3 (tiga) bulan atm denda setinggi-tingginya Rp.
1000,- (seribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut ayat (1) termasuk pelanggaran.
Pasal 18.

(1) Pengawassn atas ditaatinya ketentuan - ketentuan dari
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Peraturan-Daerah ini, ditugaskan kepada petugas Dinas Perikanan
l?mh setempat dengan pangkat serendsh-rendshanys Pengamat
erikanan.

(2) Para Petugas pengawas terscbut ayat (1) di dalam menja-
Iank:‘nhtugnmya diberi wewenang untuk memasuki komplex per-
tambakan,

BAB VII
Pasal 1.

Semua pengusaha tambak yang pada saat mulai berlakunys
Persturan Daerah ini telash melakukan usaha pertambakan ber-
dasar atys idzin yang diperolchnya dalam hal mercka berkehendak
melibatkan. usahanya, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah
mulai berlakunya Peraturan-Dacrah ini diharuskan mengajukan
permiftaan pembaharuan idzin.

BAB VIII.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 20,

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Deersh ind di-
atur oleh Gubernur Kepala Dserah.

Pasal 21.

Dengan berlakunya Peraturan-Daersh int maka Peraturan
Pemerxintah Daerah 'l'inght I Jiwa Tengah No. 6 Tahun 1964
- tenung pen lglmlm,n tambak-fambak yang

21 Januani 1964, diundangkan tanggl 21 Nopembet
1964 dan dicatat dalam Lembaran Daerah Jaws Tengah Seri A
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Tahun 1965 No. 1, sebsgaimana telsh diubah dengan "Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 1968”, diundangkan 26
Januari 1969 dan dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah
Seri A Tshun 1969 No. 1 dan Peraturan-Peraturan lain yang
mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22,

tan Peraturan-Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang-
nya.

Semarang, 29 Maret 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daersh

Tingkat T Propinsi Jawa Tengah,
Ketua,
PARWOTO
Guw Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah,

~ MOENADI
Diundangkan pads tanggal 7 Desember 1973
Pj. Sekrotaris Dacrah,
KARDIMAN.

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggat 20 Ok-
tober 1973 No. Pemda 10/40/1-400

Direktur Pemerintah Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOOR.
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PENJELASAN
PERATURAN-DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
No. 4 Tahun 1973,
1. PENJELASAN UMUM.

Maksud diterbitkannya Peraturan-Daerah ini ialsh untuk menga-
dakan penyesuaian dan penyempurnasn dari pada Peraturan-
Daerah yang telah ada sebelumnya tentang mengadakan dan atau
mengusshakan tambak sebagaimana telah distur dalam Peraturan-
Daerah tingkat [ Jawa Tengah No. 5 tashun 1964.

Penyesuaian’dan penyempurnazn ini a.l. meliputi usaha usaha di
bidang :

8. Peningkatan produksi ikan.

b. Bimbingan dan peayuluhasn.
¢. Intensifikasi dan extensifikasi pertambakan serta
d. Penertiban pengusahaan tambak peridzinannya.

Karena perkembangan keadaan perekonomian dewasa ini, khusus-
nya perkembangan di sektor perdagangan export hasil perikanen.
Dengan adanya kemajuan di bidang perdagangan expor khususaya
yang menyangkut expor hasil perikanan, maka guns memenuhi
permintaan hasil perikanan dari pihak exportir Pemerintah Daerah
perlu megadakan bimbingan dan penyuluhan terhiadap petsni/pe-
ngusaha tambak untuk dierahkan kepada usaha-usaha pemeliha-
yaan tambak, saluran tambak dan cars yang baik memelihara ikan,
termasuk usaha peningkatan produksi ikan.

Untuk menjamin terpeliharanys tambzk dan ssluran tambak
sengan baik serta guns meningkatkan produksi iken diperiukan
aparat- aparat a.l. :

a. tambak dikeringkan untuk sekurang-kurangnys setahun sekali
selama +_ 1 minggu;
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b. umput dan tanaman yang tumbuh di dalam tambak harus
dibersihkan;

¢. mengolah tanah, memberantas hama dan pemupukan tanah;

d. menggali saluran-saluran sekeliling tambak dan membuat pintu
. ait.

Di samping itu Peraturan-Daerah ini mempunyai maksud dan
tujuan juga menertibkan penggunaan tanah-tanah yang digunakan
untuk pengusahaan pertambakan, mengingat kenyataan bahwa
banyak tanah- tanah paluh yang oleh beberapa penduduk setempat
digunakan untuk mengusahakan tambak. Terhadap tanah paluh
yang pada saat ini telah terlanjur dibuka oleh beberapa penduduk
daerah setempat dan diusahakan sebagai tambak, perlu juga
diambil penyelesaian secara bijaksana, sehingga tanah tersebut
dapat diambil manfaatnya ta menimbulkan gangguan dan
kerusakan yang merugikan bagi daersh pertambakan yang ber-
dekatan.

Perlu juga ditambahkan, bahwa berhubung dengan adanya pe-
rubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan pada
Departemen Pertanian, maka istilah Dinas Perikanan Daerzh pada
Peraturan- Daersh yang baru ini diganti istilahnya dengan Dinas
Perikanan Daerah, di mana dinas tembut mencakup Dinas
Perikanan Darat dan Laut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Dalam mempertimbangkan permohonan / permintaan
idzin, BupatVWalikota Kepala Daersh selain mem-
peroleh saran/pendapat dari instansi-instansi yang ber-
sangkutan, juga harus berpedoman kepada perun-
dang-undangan Agracia yang berlaku.

Pada tanah paluh tidak dibenarkan untuk diusahakan
tanpa lebih dahulu diperoleh hak atas tanah, misainya
hak guna ussha, hak pakai dan lain sebagainya.

166




-15 -

Dalam hal memberikan hak atas tanah paluh, khu-

_-susnya untuk diusahaskan menjadi tambak, penycle-

Pasal 4
Pasal §
Pasal 6
Pasal 7 ay

Ayat 4

Pasal 8

Pasal 9

saian berpedoman pada UUPA, yaitu Undang-undang
No. § tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No, 244
tahun 1961 serta lain-lain ketentuan pelaksansanya.

Cukup jelas.
Cukup, jelas.
Cukup jelas;

at 1 ¥d 3: Cukup jelas.

Pelaksanaan UUPBH tersebut adalah se-
bagai pedoman minimum dalam sistim
bagi hasil.

Untuk menghindari penyalah gunaan idzin tambak,
maka pemindahan idzin hanya diberikan untuk se-
banyak-banyaknya 2 (dua) kali selama berlakunya
idzin tersebut.

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) ¢ : Sesusi degan maksud dan tujuan dari

Ayat (2)

pada Peraturan-Daerah ini, maka pengu-
saha tambak yang melanggar kewajiban-
kewsjiban sebagaimana ditentukan da-
lam pasal 12 dan 13 cukup dikenakan
sanksi berupa pencabutan idzinnys, se-
bab apabila dikenakan sanksi pidana se-
bagaimana tersebut dalam pasal 17, akaa
dianggap terlalu memberatkan petani pe-
ngusaha tambak yang bersangkutan.

Prosedur pencabutan idzin akan diatur
dalam peraturan pelaksansan.

Pasal 11 sub ¢ : Ketentuan ini Khusus ditujukan kepada peme-

gang idzin yang tidak mempunysi ahki waris
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atau ada shli warisnya, akan tetapi tidak
sanggup untuk meneruskan ussha-usaha per-
tambakannys. Sedang kepada ahti waris yang
ada niat dan kemausn untuk melanjutkan u-
ssha-usaha pertambakannya berdasarkan idzin
yang lama diberi hak untuk meneruskan usaha
pertambakannya sampai habis jangka waktu
idzin lama.

Dalam hal terjadi yang demikian, maka idzin
tambak tidak gugur dengan sendirinya.

Pasal 12, 13 dan 14 : Pengusaha tambak atau Pengurus Badan

Pasal 15 :

Pasal 16 :

Pasal 17 :

Hukum yang melanggar kewajiban-2 scbegai
mana telah ditentukan akan dicabut kembali
idzinnya. (lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) c).

Idzin diperlukan dengan maksud untuk menertibkan
pembuatan (mengadakan) tambak dari tanah-2 bebas
danb.dantm atau pembuatan tambak dari bekas
tambak

Untuk kepestuan tersebut dipungut biaya idzin se-
bagai biata pembinaan.

Adapun untuk pertambakan yang bersangkutan di-
kenakan pungutan (retribusi) yang jumlah/besarnya
ditentukan berdasarkan jenis pemeliharaan ikan, Be-
samya idzin mengadakan tambak dan retribusi me-
nurut pasal ini, disesuaikan dengan perkembangan
situasi harga dan kemajuan perdagangan cxpor harga
pefikanan pada dewasa ini,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Wewenang ysang diberikan kepada petugas
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Pasal 19 :
Pasal 20 :
Pasal 21 :
Paszal 22 :
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hingga kepada setiap pengusaha tambak diwa-
jibkan untuk memberikan kesempatan kepada
petugas tersebut untuk memasuki komplex per
tambakan dan me?betihn bantuan scpenuh
nya kepada petugas” tersebut. Tidak dipenuhi-
nya kmpbcn—kewajllnu ini olch Pengusaha
tambak, dapat mengakibatkan tuntutan berda-
sarkan peraturan perundangan yang berlakuv.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

DASAR HUKUM :

a. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo Undang2 No. 6 tahun 1969;
b. Undang2 No. 10 tabun 1950;

c. Undang? Drt. No. 12 tahun 1957;

d. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1951;

¢. Undang2 No. 2 tahun 1960 ( UUPBH );

f. Undang2 No. 5 tahun 1960;

g. Keputusa

n DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah No. 251V

DPRD-GR/68 yo Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah
No, 3§IIIIDPRD-GRII965 tentang Modemisasi Desa.




